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ABSTRAK
Septiono, Prayudhi. 2010. Fungsi Polisi Militer Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pada Peradilan Militer Tingkat I Di Kota Purwokerto. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Ali Masyhar,S.H,M.H, Dosen Pembimbing II Drs.Herry Subondo,M.Hum,74 Halaman.
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Pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung. Polisi Militer Militer merupakan penyidik dilingkungan TNI yang dapat digolongkan sebagai Kepolisian-Militeran khusus yang membantu pelaksanaan tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Fungsi bantuan ini tidak bertentangan dengan salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang yaitu membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tugas dan koordinasi polisi militer dengan Ankum dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan militer?(2) Bagaimanakah independensi polisi militer dalam menyidik tindak pidana pada peradilan militer tingkat I di kota Purwokerto? Tujuan penelitian ini adalah (1) Memahami dan menganalisis tugas dan koordinasi polisi militer dengan Ankum dalam menangani tindak pidana yang di lakukan anggota militer.(2) Memahami dan menganalisis tentang independensi polisi militer dalam menyidik tindak pidana.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan mengambil lokasi di Denpom IV/1 Purwokerto. 
Fokus penelitian ini adalah fungsi polisi militer dalam penyidikan tindak pidana pada pengadilan militer. Dalam hal ini adalah satuan polisi militer yang berada di bawah Komando Daerah Militer IV Diponegoro Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, metode wawancara, metode observasi.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut pertama Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Tindak pidana dapat diketahui karena adanya laporan, tertangkap tangan, dan di kesatuan masing-masing, apabila yang melakukan adalah orang umum maka dapat dilakukan penangkapan dan pemanggilan tersangka secara langsung, namun apabila yang melakukan adalah anggota militer maka pemanggilan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Ankum (Atasan Penghukum) di lanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah oleh Ankum (Atasan Penghukum) kepada yang bersangkutan untuk melapor atau menghadap ke Pasi Idik (Perwira Seksi penyidikan) Detasemen Polisi Militer IV/1 di wilayah Korem setempat untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas Detasemen polisi Militer di wilayah Komando Rayon Militer tempatnya berdinas. Apabila bukan merupakan Tindak Pidana maka Ankum (Atasan Penghukum) berwenang melakukan Sidang Disiplin Prajurit dimana Ankum (Atasan Penghukum) dapat juga mempunyai kewenangan untuk  menjatuhkan sanksi yang dikeluarkan dalam SKEP (Surat Keputusan)  berupa teguran, tahanan ringan yaitu 14 hari, maupun tahanan berat yaitu 21 hari.
Simpulan dari hasil penelitian adalah : (1) Yang sering terjadi, prajurit polisi militer Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto merasa terbebani mentalnya ketika menyidik seorang prajurit yang tingkatan pangkatnya lebih tinggi, hal ini yang menyebabkan indenpendensi polisi militer dalam melakukan penyidikan sedikit belum terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu adanya aturan baku yang mengatur tentang tingkatan kepangkatan penyidik seperti di pengadilan militer sehingga prajurit yang melakukan penyidikan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen. Independensi polisi militer meliputi berbagai aspek yaitu : Polisi Militer Independen melakukan fungsi operasionalnya tanpa campur tangan (intervensi) dan kontrol dari kekuasaan manapun, termasuk dalam hal menjaga kebebasan polisi dari politik. Operasional dalam penggunaan “diskresi” tidak  didikte oleh atau untuk kepentingan penguasa/pimpinan maupun. (2) Dalam melaksanankan tugas dan fungsinya Polisi militer harus selalu berkoordinasi dengan ankum, karena kebijakan para komandan selaku ankum memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya. 

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah : (1) Dalam rangka pertanggungjawaban yang independen, polisi militer seharusnya berani mengambil resiko meskipun hal itu dapat mendatangkan konsekuensi dramatik terhadap personil militer lainnya, dan juga harus bertindak kooperatif dan partisipatif secara saling menguntungkan dengan pihak manapun. (2) Keberhasilan kinerja polisi militer akan sangat bergantung dari kebijakan para Komandan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum (Atasan Penghukum) atau Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, sehingga di perlukan adanya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI yang perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.














































